SALINAN |

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan
Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,
menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD
disusun dengan tahapan persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,
pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan
akhir, dan penetapan serta penetapan Renja Perangkat
Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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10.

11.

12.

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau
dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan;

Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52};

Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2020 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2019
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau
Nomor 3);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Riau Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2021 Normnor 25);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2022.



Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan penjabaran dari

Rencana Kcrja Pemerintall Dacrah Provinsi Riau ]ahLH'l

2022 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan
yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB1 : PENDAHULUAN

BABII : HASIL EVALUASI RENJA  PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2020

BABIIl : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BABV : PENUTUP
Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 6 Agustus 2021
‘GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkat di Pefhnbaru _.Salinan Sesuai Dengan Aslinya
padastangzal 6 Agustus 2021 .1 P Kepala Biro Hukum

. . 3 SN
Pj. SEKRETARIS DARRAH PROVINSI RIAU, }%WTN\/

Y YJARDHANI, SH. MH

- Vembina Tingkat I
AP, 19050823 199203 2 003

ttd.

MASRUL KASMY
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 28
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